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ABSTRAK

Laporan magang ini menjalaskan aktivitas yang dilakukan penulis selama magang
di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, serta menguraikan pendataan pajak
reklame di Kota Surakarta dari pemasangan reklame, aktor terkait hingga realisasi
pajaknya. Data realisasi pajak yang diuraikan merupakan data dari laporan realisasi
pajak reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta pada tahun 2020 sampai
2023. Kesimpulan yang diperoleh dari data realisasi pajak reklame di Kota
Surakarta adalah tiap tahunnya konsisten mengalami tren peningkatan pendapatan,
walaupun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi pajak reklame tidak melampaui
target yang ditentukan. Pendapatan pajak reklame tetap menunjukkan peningkatan,
mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam pengelolaan pajak reklame untuk
mendukung pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan sektor pajak reklame efektif

dalam mengelola dan berpotensi besar dalam peningkatan pajak daerah.

Kata kunci: pajak daerah, pajak reklame, pendapatan daerah, peningkatan

pendapatan daerah.
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Latar Belakang

Pada era kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini, pemerintahan daerah
di Indonesia semakin memperhatikan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah dan
retribusi daerah. Hal ini juga tercermin dalam upaya Pemerintah Kota Surakarta
yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini menjadi landasan hukum
bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta dalam menjalankan
tugasnya terkait pendataan dan pemungutan pajak serta retribusi.

Magang ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi penulis untuk
mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam
dunia nyata. Dengan berada di lingkungan Bapenda, Penulis dapat belajar tentang
proses pendataan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, juga dapat
memahami bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap
pelaksanaan pajak dan retribusi di daerah.

Penulis tertarik untuk mengambil topik pendataan pajak reklame sebagai
upaya peningkatan pendapatan daerah Kota Surakarta. Meskipun kontribusi pajak
reklame terhadap total pendapatan pajak tidak sebesar pajak lainnya, proses dan
prosedurnya sangat menarik bagi penulis. Selain itu, data realisasi pajak reklame di
Kota Surakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yang
menjadi alasan tambahan bagi penulis untuk memfokuskan studi magang penulis di

bidang ini.
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Tujuan Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota

Surakarta penulis memiliki tujuan agar:

1. Mampu memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh pada mata kuliah
Perpajakan 1 mengenai Pendapatan Daerah, khususnya terkait pajak reklame
sebagai salah satu sektor penyumbang peningkatan pendapatan daerah kota
Surakarta.

2. Memahami relasi antar institusi yang berkepentingan terkait perizinan
pemasangan reklame sebagai salah satu pendapatan daerah di kota Surakarta.

3. Meningkatkan keterampilan dalam memecahkan permasalahan terkait

perizinan pemasangan reklame di Kota Surakarta.
Manfaat Magang

Kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga diharapkan
dapat memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat bagi penulis
a. Mendapat pengalaman langsung dalam proses pengelolaan keuangan
pendapatan daerah seperti pemungutan pajak, pendataan transaksi dan
pelaporan keuangan.
b. Mengembangkan keterampilan kerja tim dan komunikasi yang penting
dalam lingkungan kerja profesional.

c. Meningkatkan literasi tentang perpajakan dan pendapatan daerah.
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d. Memiliki kesempatan untuk membangun jaringan profesional dengan para

praktisi dan profesional di bidang pajak dan pendapatan daerah.
2. Manfaat bagi STIE YKPN Yogyakarta

a. Menjalin Kerjasama yang baik antara STIE YKPN Yogyakarta dengan
Bapenda Kota Surakarta.

b. Memberikan umpan balik berharga bagi STIE YKPN Yogyakarta tentang
relevansi kurikulum STIE YKPN Yogyakarta dengan kebutuhan industri
keuangan publik

3. Manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

a. Bapenda dapat terbantu menyelesaikan pekerjaan yang ada, terutama yang
berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi.

b. Bapenda dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitasnya

dengan adanya kegiatan magang.

Profil Organisasi BAPENDA Surakarta

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi magang karena
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh STIE YKPN YOGYAKARTA.
Organisasi atau instansi pemerintah yang disebut Badan Pendapatan Daerah Kota
Surakarta bertugas mengatur kebijakan daerah mengenai pengelolaan pajak daerah

dan pendapatan kompensasi daerah di Kota Surakarta.
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Struktur Organisasi dan Tugas Karyawan

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH
SEKRETARIAT
LTI 1 1
. 1 SUB KOORDINATOR H
SUB BAGIAN ADMINISTRASI H  DAN KELOMPOK
DAN UMUM " JABATAN
- FUNGSIONAL
L1 |- 1 - .
BIDANG PENETAPAN BIDANG PENAGIHAN BIDANG PENDATAAN
I I
SUBBIDANG PERHITUNGAN SUBBIDANG PENAGIHAN DAN SUBBIDANG PENGEMBANGAN
DAN PENETAPAN KEBERATAN POTENSI PENDAPATAN
I | 4
SUBBIDANG PENDAFTARAN,
SUBBIDANG DOKUMENTASI SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENDATAAN DAN.SIREM
DAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN e INFORMAMTE
i e e (I T ITTITITIIIITT]] 0 e
== KELOMPOK JABATAN H s KELOMPOK JABATAN i ms KELOMPOK JABATAN =
— FUNGSIONAL am| - FUNGSIONAL :— - FUNGSIONAL !
ma| = mx = FH
- I - " iIr am { WD W B D30 W 00 G2 56 AR W OK 06 B0 R i 7N 1! N -
UPT

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kota Surakarta

Sumber: https://bapenda.surakarta.go.id/struktur-organisasi/

Aktivitas Magang

1. Menginput dan Mengunggah Permohonan Pajak Reklame pada Sistem E-
Layanan
Pajak reklame merupakan beban/biaya yang harus dibayar agar bisa
mendapatkan izin dalam penyelenggaraan reklame. Penulis melakukan agenda
pajak reklame yaitu permohonan NPWPD pribadi dan badan, permohonan
objek baru reklame, dan permohonan perpajangan reklame melalui sistem e-
layanan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. E-layanan pajak kota
Surakarta merupakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah kota
Surakarta untuk memudahkan warga dalam melakukan berbagai transaksi
perpajakan secara online. Agenda reklame menginput dan mengunggah di

sistem e-layanan seharusnya dilakukan oleh masing-masing wajib pajak, tapi
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dengan kondisi dimana wajib pajak reklame masih pasif menyebabkan petugas
dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang membantu untuk
menginput data terkait permohonan NPWPD pribadi dan badan, permohonan
objek baru reklame, dan permohonan perpajangan reklame. Setelah melakukan
agenda pajak reklame, tahap selanjutnya merekap data perpanjangan tersebut
ke dalam microsoft spreadsheet secara urut sesuai dengan nomor pelayanan.
Berikut tampilan pada Sistem E-Layanan Badan Pendapatan

Daerah Kota Surakarta, dan perekapanya:

v B LR eisPays X o x

€ C =% pajaksurakartagoid/elayanan/pelayanan/jenislayanan/d *

© =Lavanan

& Dinda Candra Planstika

PELAYANAN REKLAME
(Pajak Reklame )

n Permohonan NPWPD

Permohonan untuk pengajuan kartu NPWPD

a Permohonan Objek Baru Pajak Daerah Selain PBB

Permohonan untuk pembuatan objek baru POL

a Permohonan Perpanjangan Reklame

permohonan Perpanjangan Reklame

u Pengurangan ketetapan

Permohanan pengurangan atas besamya pajak terhutang

Gambar 2.2 Tampilan Jenis Layanan Pajak Reklame E-Layanan Badan

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta
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Gambar 2.3 Tampilan Form Permohonan Pajak Reklame E-Layanan Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta
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Gambar 2.4 Tampilan Nomor Pelayanan Pajak Reklame E-Layanan Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta
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2. Memisahkan dan Merekap Berkas Permohonan NOP Baru, Mutasi dan

Pembetulan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan
oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak. Penulis melakukan pemisahan
berkas permohonan NOP baru, permohonan mutasi/perubahan subjek dan
objek pajak (pecah/gabung), dan permohonan pembetulan subjek dan objek
pajak pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah memisahkan berkas,
penulis mengecek perubahan yang ada pada berkas permohonan dengan
dokumen SPPT, yaitu mengecek perbedaan data yang tertera pada surat
pemberitahuan objek pajak dan sertifikat tanah dengan SPPT induk, lalu tahap
selanjutnya merekap data perubahan tersebut kedalam spreadsheet (Gambar
2.9) sesuai pemohonan/ perubahan yang diajukan dalam berkas permohonan
tersebut. Adapun cara merekap berkas permohonan ke spreadsheets:
1) NOP baru

NOP atau Nomor Objek Pajak adalah kode identifikasi yang digunakan

untuk mengidentifikasi sebuah objek pajak, seperti properti atau tanah.
2) Pembetulan PBB-P2
3) Mutasi (pecah/gabung)

Berikut tampilan berkas permohonan SPPT PBB-P2 dan

perekapannya:
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Gambar 2.5 Berkas Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Gambar 2.6 Berkas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
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3. Mencatat dan Menghitung Realisasi Observasi Visit Pajak Resto Daerah
SIMPATDA merupakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang dibuat agar
memudahkan petugas pajak serta masyarakat guna mengecek data perpajakan.
Kegiatan mencatat realisasi pajak melalui sistem SIMPATDA yang terdapat
daftar data Wajib Pajak seperti pada gambar 2.10 dengan mencetak kartu data
yang tertera pad gambar 2.11, realisasi pajak dapat dihitung dengan mengecek
nominal pajak dan pajak dibayar di kartu pajak sesuai dengan gambar 2.12.
Tahap selanjutnya mencatat data tersebut dan menghitung jumlah realisasi
pada spreadsheet, sesuai dengan tampilan 2.13. Berikut tampilan SIMPATDA

Kota Surakarta dan rekapannya:

@ O | (3 REAPVSTREIO A6 x| B ESMAADAKTIASURGARTE x| O cotskbartudata x|+ -Jo

2
© G 8 favan® E—_

3 2" umwiesswoso Qb Meiing m-v-n

DATA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

1@ om B e o @x

H
g

Gambar 2.7 Tampilan Daftar Pendaftaran Wajib Pajak SIMPATDA Kota

Surakarta.
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oMot @ |
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Gambar 2.8 Tampilan Cetak Kartu Data Wajib Pajak SIMPATDA Kota
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Gambar 2.9 Tampilan Kartu Data Wajib Pajak Resto

4. Visitasi dan Observasi Objek Pajak Restoran
Penulis melakukan visitasi dan observasi langsung di restoran Ayam Goreng
Abrar, visit dan observasi dilakukan untuk menghitung jumlah pengunjung
yang datang pada hari visit agar terhindar dari penyimpangan atau kecurangan

pajak yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola restoran, visitasi dan

11
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observasi tersebut juga diperlukan untuk menentukan besarnya pajak yang
harus dibayarkan oleh restoran tersebut. Ini termasuk pengumpulan informasi
tentang pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas keuangan lainnya.
5. Mengedit Data NJOP Zona Reklame Retribusi

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk objek pajak tertentu, termasuk zona reklame. Retribusi zona reklame
adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik reklame untuk penggunaan
lahan atau fasilitas tertentu yang digunakan untuk pemasangan reklame.
Penulis mengedit data NJOP Zona Reklame Retribusi dengan menambahkan
data data baru melalui spreadsheet. Dalam menambahkan data baru penulis
juga menginput zona pajak, zona retribusi serta zona baru berdasarkan data
nama jalan, kecamatan dan kelurahan. Berikut tampilan rekapan edit data

melalui spreadsheet:

2 @ O |8 CoMPIDARTASUIRAATA x| B cetsiaiudets ® | [EE MOP_ZONAEKLAME Retitw: % | |

x
(] & httpsy/docs.google.comyspreadshests/d, Tw iBaE2AVhSHIPAZqBeggOaltdGorsTY editFaid- 1863307262 A i n e w5 -
E NJOP_ZONA_REKLAME Retribusi_edit BT <= o B & share - m Q,
Fle Edit View Insst Format Daw Tools Help .
QA 6 & & T W00% v Rp % O Mim | Book. w =2+ B I FA % BEE-E-Sep-A-oBD@E T B -~
-
It
3 F ) S
ZONA | ZONA ZONA
1R NAMA JALAN KECAMATAN KELURAHAN EATAR . | BETRIENSI]| BARD. (-]
ALUN ALUN UTARA PASARKLIWON KAUMAN c B < -]
ALUN ALUN UTARA PASARKLIWON KEDUNGLUMBU c B [«
LA RSALEIL DANJARSARL  KESTALAN < ] S d
JJLAR SALEH BANJARSARI SETABELAN C B (&
|4 R.SALEH JEBRES |KEPATIHAN KULON &) B [
[JL.ABDUL MUIS BANJARSARI | SETABELAN B B B |
JLABDUL MULS JEBRLNE KEPATIHAN KULON )L u n
LARNOSO LAWEYAN SRIWEDARI < B c
JL.ADI SUCIPTO BANJARSARI MANAHAN A A A
LJL.ADL SUCIFTO LAWEYAN JATAR A A A
[JL.ADL SUCLPTO LAWEYAN KARANGASEM A A A
| JL.ATH SUCIPTO LAWFEYAN KERTEN A A A
LJL.ADI SUMARMC BANJARSARI  BANVUANYAR B B i}
[JL.ADL SUMARMO DANJARSARL  KADIPIRO i) [T} ]
JJL.ADE SUMARMO BANJARSARI  NUSUKAN B =] B
[T AGUNG TIvUR JERRES MO IOSONGO n & n
|JL.AHMAD YANI BANJARSARI  GILINGAN A A A
JLALIMAD YANL DANJARSARL  MANAILAN A A A
|JLAHMAD YANI JEBRES TEGALHARJO A A A
[T AHMAD YANT LAWEYAN KERTEN A a Y
|JL.AHMAD YANI BANJARSARI  SUMBER A
JLALUN ALUN UTARA FASARKLIWON KAUMAN i)
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Gambar 2.10 Tampilan Rekapan Edit Data Melalui Spreadsheet.
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6. Merekap ULAS Pengaduan Bapenda
Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) adalah sebuah wadah atau mekanisme
yang disediakan oleh pemerintanh kota Surakarta sebagai sarana bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pengaduan terkait
berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi
pemerintahan, atau masalah-masalah lainnya yang mempengaruhi kualitas
hidup masyarakat. ULAS bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kota dan
memberikan umpan balik kepada pemerintah terkait kinerja dan layanan yang

diberikan. Berikut tampilan rekapan ULAS pengaduan Bapenda Kota

Surakarta:

1 REKAP PENGADUAN TAHUN 2023 5/D 2024
2 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tanges! Durssi stau lama
Tindsk Lanjut Pengsdusn Penyslesaisn penyelessian
Pengaduan pengaduan
a5 1203 Than

Tanggal
No. | MamaPengadu | Medis Pengadu Isi Pengadusn T ediin

285| Perwakian Warga {ULAS Al | 071172023

302 Desember 2023
287 |Perwakilan Warga JULAS

mau [01/12/2023 [selar 01/12/2023 Lhari

288 likham ULAS 05/12/2023 [Selar 051212023 Lhari
Ter

UiAs 12/12/2073 | sela 12/12/2023 Thari
o

B D o-—1

Gambar 2.11 Tampilan Rekapan ULAS Pengaduan BAPENDA Kota

Surakarta
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7. Membuat dan Menyalin Dokumen Resmi: Berita Acara, Laporan dan
Rekapitulasi

1) Membuat dan mengkopi dokumen Berita Acara

fla Home Inset Oraw Design Layout References Mai

Help

e . . o P
[ apos eyl <11 <[ KA Ras A = 21 9 lassocen| aseoceo AaBbl Aagbc AAB aasbcc - ,:M .
Pt romatrse | B 1 v % X R £ A 5 S o §NoSpac. Hesding 1 Headng2  Tie  Subtite [3] | ol
phoad 5 5 e 5 e 5l ey | wie | oo | adtim &
Y 2 L 1 + 5 ] 11 1 [F " 1 w
PERHATIAN M

Pemeriksaan
Lapangan Tidak
Dikenakan Biaya

Pacta DAt inl.-.. .Bulan

B TV R — .

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Perizinan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, telah
zin dari:

Nama Pamohan
Alamat Pemohon
- Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

ME
Jenis Rekiame

E

1

2. [ Jumiah Reklame
3. [ Ukuran Reklame
4. | Kefinggian Reklame
5.

3

7.

Bunyi Reklame

Lokasi i Kel.

Klasifikasi Jalan
i 3. | Ekonomi b). | Protokol

8. | Status Tanan
~|'a). | TanahSendiri b). | Tanah Negara
B S, | Masa Pemasangan B Tahunan
Dar tanggal sid -
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Gambar 2.12 Tampilan Berita Acara Hasil Pemeriksaaan, Laporan Cek
Lapangan Reklame.

2) Menyalin Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor
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Gambar 2.13 Tampilan Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Objek Pajak
Kendaraan Bermotor.
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3) Menyalin Laporan Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga

Listri (PBJT-TL)

Sheet1 | 3 £

R ——

Gambar“2.14 Tampilan Laporan Penerimaan Pajak Barang Dah Jasa
Tertentu Atas Tenaga Listri (PBJT-TL).

Pajak Reklame di Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan sebuah Kota di Jawa Tengah yang memiliki beberapa
sumber pendapatan dari bebagai sektor ekonomi, salah satunya adalah pajak
reklame. Pajak Reklame di Kota Surakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2022,
Alur Pemasangan Reklame

Pemasangan reklame di Kota Surakarta diatur oleh peraturan daerah yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Peraturan ini mencakup beberapa
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aspek yang harus dipatuhi wajib pajak terkait dengan perizinan pemasanagan

reklame, Adapun alur pemasangan reklame sebagai berikut:

1. Perusahaan swasta/brand melakukan transaksi binis menyewa tempat
pemasangan reklame kepada vendor/ biro reklame. Dalam hal ini biasanya
pihak brand juga mencetakan iklan tersebut pada biro reklame, karena
kebanyakan biro reklame ini juga memiliki usaha percetakan. Selain itu, terkait
pemasangan, izin dan pajak reklame juga diurus langsung oleh pihak biro
reklame, yang artinya pihak biro reklame yang bertanggung jawab atas objek
reklame sekaligus menjadi wajib pajak reklame.

2. Vendor reklame yaitu selaku wajib pajak reklame, mengajukan permohonan
pemasangan reklame ke Bapenda dengan menyerahkan formulir permohonan
penyelenggaraan reklame , formulir ini dibuat oleh Bapenda yang berguna
untuk mengajukan permohonan penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak
daerah) dan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi semua ketentuan yang
timbul atas penyelenggaraan reklame.

3. Setelah wajib pajak melakukan pengajuan pemasangan reklame, Bapenda
menerbit SKPD atau surat ketetapan pajak daerah yang harus dibayarkan oleh
wajib pajak. Ketetapan pajak reklame didasarkan oleh pengenaan pajak reklame
yaitu sebesar 25% x Nilai sewa reklame/tahun x ukuran reklame x (waktu
pemasangan reklame + muka reklame). Waktu pemasangan reklame memiliki
2 sifat yaitu permanen dan insidental, permanen memiliki jangka waktu selama

satu tahun, sedangkan insidental memiliki jangka waktunya bisa dalam harian
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atau mingguan. Hasil perhitungan tersebut merupakan jumlah keseluruhan
yang harus dibayar oleh wajib pajak.

4. Setelah menerbitkan SKPD, Bapenda merekomendasikan perizinan
pemasangan reklame tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang memiliki wewenang untuk memberi izin pemasangan
reklame.

5. Kemudian, Bapenda menyampaikan hasil perizinan pemasanagan reklame

kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan permohonan tersebut.
Pihak atau Aktor terkait Pajak Reklame

Dalam Pajak Reklame terdapat banyak pihak/aktor yang terlibat dan pihak/ aktor
tersebut memiliki kepentingan serta tujuan masing- masing, adapun pihak/aktor

yang terlibat dalam permasangan reklame meliputi:

1. Perusahaan swasta/brand sebagai penyewa pemasangan reklame kepada
vendor reklame.

2. Vendor/biro reklame sebagai penyedia jasa pemasangan reklame sekaligus
sebagai wajib pajak yang mengajukan permohonan pemasangan reklame
kepada Bapenda.

3. Bapenda sebagai pihak yang berwenang terhadap perpajakan reklame
sekaligus penyalur perizinan pemasangan reklame oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP
sebagai pihak yang berwenang memberi izin pemasangan reklame sesuai
ketentuan penyelenggaraan reklame.

5. Pemerintah Kota sebagai instansi yang terkait tentang pelaporan pajak

reklame.
Pendataan Pajak Reklame di Kota Surakarta tahun 2020 dan 2023

Tabel 4. 1 Pendataan Pajak Reklame Kota Surakarta tahun 2020 sampai

2023
Tahun
Jenis Reklame
2020 2021 2022 2023
Reklame Papan/
Billboard/
. 10.975.628.016 14.533.242.500 16.687.719.000 17.037.464.600
Videotron/
Megatron
Reklame Kain 2.377.754 851.197.000 1.266.351.000 1.366.900.000
Reklame Melekat/ 0 4.326.400 0 0
Stiker
Reklame Selebaran 4.161.070 125.000 3.488.000 0
Reklame Berjalan 17.833.160 1.784.000 42.442.000 0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kota Surakarta. Diolah penulis.

Pajak Reklame sebagai Sektor Peningkatan Pendapatan Daerah

Tabel 4. 2 Potensi Pajak Reklame Kota Surakarta

Uraian Tahun
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2020 2021 2022 2023
Target 11.000.000.000 13.000.000.000 18.000.000.000 20.000.000.000
Realisasi 12.759.909.730 15.390.674.900 16.583.491.700 18.404.364.600

Sumber: Bapenda Kota Sarakarta. Diolah Penulis.

Identifikasi Masalah
Beberapa masalah yang utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan pajak

reklame antara lain:

1. Materi Reklame tentang Iklan Rokok dalam Zona Sekolah
2. Posisi Reklame Zat Adiktif

3. Koordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Reklame (ASPRO)
4. Penyelarasan antara Pajak dan Retribusi Reklame

5. Prosedur Penetapan Titik Baru dan Lelang Reklame

6. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak Reklame

7. Pendataan Reklame yang Kurang Memadai

Kesimpulan

Pendapatan daerah dari pajak reklame di Kota Surakarta menunjukkan tren
peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, dengan realisasi yang
melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Peningkatan ini
mengindikasikan efektivitas pengelolaan dan potensi besar yang dimiliki sektor

pajak reklame dalam mendukung keuangan daerah.
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Rekomendasi

Untuk lebih memajukan pajak reklame sebagai sektor peningkatan pendapatan
daerah dan memastikan keberhasilan pengelolaannya, berikut adalah beberapa
rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah serta seluruh

aktor terkait:

1. Penegakan Regulasi dan Pengawasan

2. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Aktor terkait
3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

4. Optimalisasi Pendataan dan Pengelolaan Data

5. Prosedur Penetapan Titik Baru dan Lelang Reklame

6. Meningkatkan Kerjasama antar Aktor terkait Pajak Reklame

Refleksi Diri

Kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan menjalankan kewajiban sebagai
warga negara semakin tertanam dalam diri penulis. Penulis menyadari bahwa pajak
bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah bentuk kontribusi nyata terhadap
pembangunan daerah. Sebagai salah satu aktor dalam pendataan pajak reklame,
penulis belajar bahwa integritas dan transparansi dalam melaksanakan tugas adalah
kunci utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pentingnya mematuhi
peraturan dan ketentuan yang ada, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam
pendataan dilakukan dengan jujur dan profesional, menjadi sangat jelas bagi

penulis. Dalam menjalankan tugas ini, penulis berkomitmen untuk selalu
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mengedepankan etika kerja yang tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada

masyarakat.
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